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ABSTRACT 
Nurses wishes to pursued them from doctors as a profession. The realization was through conducting nursing law. The 
implementation of this nursing law need circumstantial policy analysis to comprehend its consequences. This policy analysis 
studied the 19th device of nursing law. Several questions should be answered in the policy review of nursing law device 
such as kinds of policy problem which will be entered, value of changing, imporlant actors which involved, approaches 
that will be used, kinds of resistance which possible emerge and trades off which predicted has possibility goes into effect. 
Conclusion of this arlicle is that this nursing law device represent policy which relative new anticipating other profession 
which have established. This policy device was less detailed, less clear about boundaries and some section become 
weaknessess to this policy. There are resistant to efforl application of this device, especially from nurses which can not 
fulfill the law's criterion on nursing practices. 
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PENDAHULUAN 
Seiring dengan munculnya UU No. 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran dan tumbuhnya 
kesadaran masyarakat sebagai pengguna pelayanan 
kesehatan , keresahan mulai muncul di kalangan 
profesi perawat yang telah bekerja sama dengan 
dokter selama hampir sepadan umurnya dengan 
kedua profesi tersebut. Keresahan tersebut muncul 
tidak hanya dalam skala lokal, tapi sudah menjadi isu 
publik di level nasional, hal ini terlihat dari maraknya 
pemberitaan tentang hal tersebut di media populer. 
Keresahan perawat sebagai isu publik terlihat 
pada 'Hukum Online' tangga l 11 April 2007 yang 
memuat tentang 'Perawat Minta Payung Hukum 
Tindakan Anestesia'. Perawat anastesia yang selama 
ini lebih berperan sebagai kepanjangan tangan dokter 
anastesia menjadi ketakutan menjalankan profesinya, 
karena ketidakjelasan payung hukumnya. 
Opi ni tentang 'Undang-undang Kesehata n 
Pojokkan Perawat' , yang ditu lis oleh Muhammad 
lmron di Harian Suara Merdeka tanggal 1 Januari 
2006 menunjukkan betapa merasa terpojoknya 
perawat sebagai sebuah profesi yang berada di 
bawah bayang-bayang profesi dokter yang sudah 
lebih dulu mapan. 
Harian Kompas pada tanggal 29 Juni 2001 
menulis 'Perawat lngin Menjadi Mitra Sejajar 
Dokter'. Dalam artikel tersebut memuat kegelisahan 
perawat Indonesia yang lebih dari dua dekade 
mengkampanyekan perubahan paradigma. Perawat 
yang dulunya berfungsi sebagai perpanjangan tangan 
dokter, kini berupaya menjadi mitra sejajar dokter 
sebagaimana para perawat di negara maju. 
Media Sehat Utama edisi 01, April 2006 menu lis 
tentang 'Kesejahteraan dan Eksistensi Jadi Taruhan'. 
Dalam artikel terse but dituliskan ada dua hal mendesak 
ke depan yang menjadi konsentrasi perjuangan PPNI 
(Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Pertama 
soal kesejahteraan anggota, kedua tentang eksistensi. 
Sebagai organisasi profesi, tanpa punya eksistensi 
nyata dilapangan, maka profesi tidak akan memiliki 
arti apa-apa. 
Harian Kompas pada tanggal 29 Juni 2001 juga 
menulis ten tang kesejahteraan perawat dengan 
judul 'Nasib Perawat: Pend idikan Rendah , Gaj i 
Rendah'. Dalam artikel tersebut diuraikan betapa 
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